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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fungsi Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang menurut Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu (1). 

penelitian kemasyarakatan sebagai tempat mencari data sedetail 

dan sevalid mungkin, (2) pembimbingan sebagai tempat pemberian 

pembimbingan kepribadian dan keterampilan seperti ada ruqyah 

gratis dan menyablon, (3).pengawasan sebagai tempat untuk 

mengawasi klien balai pemasyarakatan di masyarakat selama masa 

percobaan (4). pendampingan hanya untuk anak yang berkonflik. 

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam menurut Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sendiri penetapan 

hukuman ada dua batasan yaitu batasan terendah dan batasan 

tertinggi, dalam hal di beri kewenangan dan kebebasan untuk 

memmilih hukumnan sesuai dengan batasan tersebut, seperti 

hukuman penjara. Pidana penjara dikenal dengan hukuman ta’zir. 
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Hukuman ta’zir merupakan hukuman yang dijatuhkan atas 

kejahatan yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan oleh 

syari’at islam yaitu hukuman hudud, qisas, dan diyat. Ta’zir adalah 

hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang 

hukumannya belum ditetapkan syari’at. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

Pemerintah dalam hal ini dapat menambahkan anggaran dana Balai 

Pemasyarakatan Klas I Palembang, agar tidak menghambat pelaksanaan 

kegiatan kerja klien pemasyarakatan dan bagi Balai Pemasyarakatan Klas 

I Palembang perlu memperbanyak kerjasama terhadap institusi di luar 

balai pemasyarakatan, agar menambah variasi bekal bimbingan kerja serta 

bagi klien disarankan agar mau mengikuti pelatihan kegiatan kerja yang 

telah disediakan oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Palemabang terutama 

bagi klien yang tidak memiliki keahlian.
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